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BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

bahwa Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara Tahun 2017-2022 telah ditetapkan melalui Peraturan
Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2018 tentang
Rencana Stategis Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2017-2022;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana
Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah
RKPD ditetapkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 142
ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa
penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat 1
(satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;

bahwa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Hulu Sungai Utara memerlukan adanya
dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen
perencanaan tahunan Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4664);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 611);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3
Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan

PERATURAN BUPATI HSU TAHUN 2019 NO 24
TTG RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020



3

Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2016-2021;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara
Tahun 2011 Nomor 21);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2018 Nomor 5;

12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2018
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 52);

13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT

DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai
Utara.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala
Daerah.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
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Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian
kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk
keluaran (out put), hasil (out come) maupun dampak (impact).

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan,
berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari
pencapaian hasil (out come) program perangkat daerah.

. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya

yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan
fungsi.

Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (out put)
dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

BAB II
KEDUDUKAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman kepada Rencana Strategis
(Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, hasil evaluasi Renja
Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat
Daerah tahun berjalan.

Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan
RKPD.

Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam
menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,;
BAB V : PENUTUP.

Pasal 4

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan
kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan
tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
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Pasal 5
Kepala Perangkat Daerah wajib melaksananakan Renja Perangkat Daerah dalam

rangka mendukung capaian pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap kebijakan perencanaan Renja Perangkat Daerah.

(2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan
kebijakan Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut
mulai tanggal 1 Agustus 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 12 Agustus 2019
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,
CAP/ TTD
ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2019 NOMOR 24.
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